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Abstract 

Fiduciaire Eigendomsoverdracht or as otherwise known as Fiduciary Transfer of Ownership or 

Fiduciary Security, is a type of security that has now been used by many people and cannot be denied 

its importance in the world of private law. In Fiduciary Security, the objects will which remain in 

control of the person or entity which provides a fiduciary security over the objects (Fiduciary 

Provider). That is why this security is used to give the fiduciary beneficiary a form of legal certainty 

and to secure repayment of certain debt. But in reality, there are still many problems concerning this 

such as the fiduciary beneficiary who doesn’t register the object at the Fiduciary Registration Office, 

the fiduciary provider doesn’t pay their debts or they may have rented or possibly sold the objects. In 

this situation, the fiduciary beneficiary faces an immense loss. This journal focuses on the problem 

where the fiduciary provider has rented the object to another party without the fiduciary beneficiary’s 

knowledge and what legal protection does the fiduciary beneficiary has concerning this situation. The 

research method this journal uses is a normative method with the usage of secondary data and 

qualitative analization. The results of this research is to give a picture of the preventive and repressive 

legal protection for the fiduciary beneficiary in regards to the fiduciary provider having sold the object 

without the fiduciary beneficiary’s knowledge. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi saat ini, kebutuhan manusia semakin meningkat seiring 

dengan berjalannya waktu. Kebutuhan mereka bukan lagi berkisar pada sandang, 

pangan, dan papan, namun juga pada kebutuhan lain seperti transportasi. 

Mengingat bahwa manusia terkadang harus menempuh jarak yang cukup jauh 

untuk sampai pada tempat tujuannya. Oleh karena itu, salah satu pilihan 

transportasi yang paling diminati adalah kendaraan ber-roda empat, yaitu mobil. 

Namun dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan mobil 

menyebabkan harga kendaraan tersebut meningkat. Hal ini tentunya sungguh sulit 

mengingat bahwa sebagian besar masyaratakat Indonesia secara finansial tidak 

memiliki cukup dana untuk memilikinya. Kondisi inilah yang merupakan 

pendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai 

salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan 

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan 

pembayaran secara angsur.
1 )

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan 

apabila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti 

mobil, sepeda motor, televisi, lemari es, dan lain sebagainya, sementara 

penghasilannya tidak cukup untuk membayar secara tunai dan lunas barang-

barang tersebut, maka dapat menggunakan alternatif pembiayaan dengan sistem 

pembiayaan kosumen. Lembaga pembiayaan konsumen (consumers finance) ini 

bertujuan membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi 

                                                             
1) Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 7. 
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tersebut dengan memberikan kemudahan-kemudahan melebihi yang diberikan 

oleh bank.
2)

 

Dalam prakteknya, kegiatan ini memerlukan fasilitas kredit yang tidaklah 

sedikit mengingat bahwa terkadang barang yang diperlukan bukanlah barang 

dengan harga yang rendah. Hal ini mendorong lembaga pembiayaan untuk 

mensyaratkan adanya jaminan demi keamanan modal dan kepastian hukum 

lembaga tersebut.  

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.
3)

 Jaminan juga dapat diartikan 

sebagai tanggungan dimana yang dimaksud disini adalah tanggungan atas segala 

perikatan dari seseorang seperti yang telah ditentukan dalam KUHPer maupun 

yang ditetapkan oleh yurisprudensi.
4 )

 Jaminan berfungsi sebagai sarana 

pelindungan untuk memberikan kepastian terhadap pihak kreditor apabila pihak 

debitor tidak dapat memenuhi atau lalai memenuhi kewajibannya. 

Jaminan terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. 

Jaminan utama berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa 

konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Jaminan 

pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan 

konsumen di mana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan 

pembiayaan konsumen (fiduciary transfer of ownership) sampai angsuran terakhir 

dilunasi. Jaminan tambahan berupa pengakuan utang (promisary notes) dari 

konsumen.
5)

 

                                                             
2) Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal. 

117. 

3) H Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia (Suatu Kebutuhan yang Didambakan), Cetakan ke-2, 

(Bandung: PT Alumni, 2006), hal. 31. 
4) Oey Hoey Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Cetakan ke-1, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia,1984), hal. 14. 
5) Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 97. 
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Fidusia yang merupakan suatu jaminan pokok ini merupakan lembaga 

jaminan yang pertamakali dikenal di Jerman sebagai suatu praktek hukum yang 

berkembang dengan nama Siecherheitsubereiqnung, kemudian menjadi suatu 

brouwerijcontract, dimana pemilik kafe menjual inventarisnya kepada brouwerij 

(pabrik bir) dengan suatu syarat membeli kembali, sedangkan prakteknya seperti 

gadai, dimana pemilik kafe harus (sebagai peminjam pakai atau penyewa) tetap 

memegang barang itu sampai ia membayar hutangnya, dan kembali menjadi 

pemilik. Ini merupakan suatu perjanjian gadai terselubung.
6) 

Lembaga ini kemudian masuk ke Belanda, dan dibenarkan oleh 

Yurisprudensi, yaitu Bier Brouwerij arrest pada tahun 1929 (H.R. 25 Januari 

1929 W. 11951 S.B., N.J. 1929 Biz 616 dan 21 Juni 1929 W. 12010 S.B., N.J. 

1929 Biz. 1096). Sedangkan di Indonesia, dikenal Arrest Hooggerechtshof tahun 

1952, yaitu Arrest BPM Kontra Cluneet. Telah ada pula putusan setelah Indonesia 

merdeka, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 Reg. No. 

372 K/Sip/1970, antara BNI Unit I Semarang melawan Lo Ding Siong.
7)

 

Semula lembaga jaminan ini belum dituangkan dalam Undang-Undang, 

namun setelah puluhan tahun memegang peranan penting dalam praktek 

perkreditan, baik di Indonesia maupun di negara Belanda, lembaga ini telah 

diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, baik melalui yurisprudensi 

maupun doktrin. Oleh karena itu, eksistensinya tidak lagi diragukan dalam 

praktek perkreditan Indonesia. Bahkan sekarang, Lembaga jaminan fidusia ini 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia (UUJF). 

Dalam UUJF, Pasal 1 Ayat (2) menyatakan:  

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

                                                             
6) A Hamzah dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia, Cetakan 

ke-1, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1987), hal. 5. 
7) Ibid., hal. 5-6. 
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dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
8)

 

  

Dalam jaminan fidusia, pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan 

bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya. 

Artinya pemberi fidusia/debitor telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis 

untuk sementara waktu. Dalam konteks ini, memberikan suatu barang sebagai 

jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas barang tersebut. Kekuasaan 

tersebut bukanlah melepaskan kekuasaan benda secara ekonomis melainkan 

secara yuridis. Dengan demikian dalam perjanjian jaminan fidusia, pemberi 

fidusia/debitor bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima 

fidusia/kreditor bertindak sebagai pemilik yuridis.
9)

 

Namun jaminan fidusia ini tidaklah tanpa kendala seperti pihak kreditur yang 

hanya berhenti pada pembuatan perjanjian kredit saja, adapun juga ada yang 

berhenti pada pembuatan akta notaris saja dan tidak didaftarkan ke Kantor 

Pendaftaran Fidusia. Kendala-kendala ini sering kali pada akhirnya merugikan 

pihak kreditor. Yang menjadi titik fokus dari penulisan penelitian ini adalah 

tindakan debitor yang telah menyewakan objek jaminan kepada pihak ke tiga 

tanpa sepengetahuan pihak kreditor.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang hendak 

diteliti dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor 

dalam hal debitor menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ke tiga (Analisis 

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016)? 

                                                             
8) Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3889), Pasal 1 ayat (2). 
9) H Tan Kamello, Op. Cit., hal. 22. 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan 

menggunakan menggunakan jenis data sekunder yang bersifat publik dimana 

sumber data yang digunakan adalah sumber data kepustakaan yang berupa buku, 

artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber data kepustakaan lainnya 

yang berkaitan dengan jaminan, jaminan fidusia serta perlindungan hukum bagi 

kreditor. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kwalitatif yang akan digunakan untuk memahami gejala-gejala dengan melakukan 

penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori 

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu perlindungan hukum bagi 

kreditor dalam hal debitor menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ke 

tiga. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi 

pustaka dan apabila diperlukan maka akan dilakukan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data kwalitatif untuk menguraikan duduk 

permasalahan yang kemudian akan dijawab berdasarkan peraturan perundang-

undangan maupun putusan-putusan yang sejenis yang pada akhirnya penulis akan 

memberikan kesimpulan serta saran terhadap permasalahn yan diteliti ini. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Hal Debitor Menyewakan 

Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga (Analisis Kasus Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016) … 

Fiduciaire Eigendomsoverdracht atau yang lebih dikenal sebagai fidusia merupakan 

jaminan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Benda yang dijadikan fidusia adalah 
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segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, 

yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang 

tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotik.
10)

 

Jaminan ini, seperti jaminan lainnya bersifat accessoir karena bersumber dari 

perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian penyerahan hak milik 

sebagai jaminan (bendanya tetap dipakai oleh pemiliknya), merupakan buntut dari 

perjanjian pertama yaitu perjanjian pinjam uang tersebut.
11)

 

Kemilikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih merupakan suatu 

permasalahan hukum yang harus diberikan kejelasannya. Pengertian kepemilikian benda 

dalam hukum jaminan memiliki makna yang luas yakni mencakup hak milik atas benda 

dan hak penguasaan atas benda. Jika seorang debitur menyerahkan harta benda sebagai 

jaminan kepada krediturnya berarti sebagian kekuasaan atas kemilikan benda itu telah 

beralih kepada kreditur.
12)

 

Jaminan fidusia sebagai salah satu jamianan kebendaan yang dikenal dalam hukum 

positif, memberikan keuntungan secara ekonomis bagi para pelaku usaha bisnis jika 

dibandingkan dengan lembaga gadai. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari adanya 

penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman 

kredit dapat dikembalikan secara lancar.
13)

 

Menurut teori fidusia, pemberi fidusia menyerahkan secara kepercayaan hak 

miliknya sebagai jaminan hutang kepada penerima fidusia. Penyerahan hak milik atas 

benda jaminan fidusia tidaklah sempurna sebagaimana pengalihan hak milik dalam 

perjanjian jual beli. Yang ditonjolkan dalam penyerahan hak milik secara kepercayaan itu 

adalah sifat dinamikanya, overdracht atau levering-nya yaitu penyerahan yuridis sudah 

terjadi. Kreditur memiliki sebatas jaminan hutang.
14)

 

                                                             
10) H Tan Kamello, Op.Cit., hal. 23. 
11) A Hamzah dan Senjun Manullang, Op.Cit., hal. 19. 
12) H Tan Kamello, Op.Cit., hal. 190. 
13) Ibid., hal. 190. 
14) Ibid. 
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Menurut teori kemilikan (title theory), bahwa dalam perjanjian jaminan fidusia, 

kreditur adalah sebagai pemilik yang sempurna dari benda dijaminkan. Berdasarkan teori 

ini, perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter perorangan. Teori ini merupakan awal 

dari perkembangan jaminan fidusia. Sedangkan menurut teori jaminan (liens theory), 

bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan analogi dari gadai dan memiliki karakter 

kebendaan. Kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik yang terbatas 

dalam arti sebagai pemilik jaminan.
15)

 

Setelah lahirnya UUJF, terjadi perubahan pandangan bahwa karakter jaminan fidusia 

bukan sebagaimana yang dikenal dalam teori kemilikan dan bukan pula sebagai analogi 

dari gadai tetapi merupakan perjanjian kebendaan yang murni dan diatur secara tersendiri 

dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Dengan 

karakter kebendaan, status kreditur penerima jaminan fidusia hanya sebagai pemilik 

benda jaminan. Dilihat dari aspek hukum perikatan, hak kreditur sebagai pemilik benda 

jaminan baru muncul apabila dipenuhinya syarat tangguh yang tercantum dalam Pasal 

1263 KUHPerdata 

Jadi, dengan syarat menangguhkan ini, menyebabkan suatu perikatan belum lagi 

mempunyai daya kerja perikatan atau pemenuhan perikatan belum lagi dapat 

dilaksanakan. Lahirnya kemilikan benda jaminan fidusia bagi kreditur adalah pada saat 

dilakukan pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. 

Berbagai kendala kerap kali terjadi dalam hal perjanjian fidusia yang merupakan 

perjanjian tambahan dari perjanjian utama yaitu perjanjian utang piutang. Sengketa 

mengenai hal ini bukanlah lagi sesuatu yang asing untuk didengar pada telinga 

masyarakat. Salah satu contoh yang diambil oleh penulis mengenai hal ini adalah pada 

kasus perkara Nomor 1271 K/PDT/2016. Kasus berawal pada saat Desta Widyatama 

(Penggugat 1), yang merupakan suami dari Dea Arum Gunadi (Penggugat 2), sepakat 

mengadakan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dengan PT. Astra 

Sedaya Finance (Tergugat) pada tanggal 1 September 2009.  

Sejak angsuran ke-1 hingga angsuran ke-37 Penggugat tidak pernah terlambat 

                                                             
15) Ibid., hal. 192. 



  Delvina Alodia & Endang Pandamdari 

Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitor Menyewakan 

Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga (Analisis Kasus Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016) 

 

 

ataupun lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada tergugat. Namun pada angsuran ke-

37 (September 2012), telah terjadi peristiwa penipuan/penggelapan terhadap mobil 

tersebut pada hari Jumat, 28 September 2012 sekitar Pukul 13.30 WIB, mobil tersebut 

dibawa kabur oleh Dani alias Ncek yang kemudian diketahui sebagai penyewa mobil 

tersebut. Atas kejadian tersebut, Penggugat melalui orang tuanya bernama Temmy telah 

melaporkan ke pihak yang berwajib (Polsek Jatiuwung) pada hari Jumat tanggal 5 

Oktober 2012 jam 19.00 WIB (Laporan polisi Nomor: LPB / 980 / X / PMJ / RESTRO 

TNG / SEK JATI). 

Walaupun mobil Penggugat telah hilang, namun Penggugat tetap melaksanakan 

kewajibannya yaitu membayar angsuran hingga angsuran ke-39 dengan keyakinan bahwa 

mobil tersebut akan kembali/ditemukan. Pada Desember 2012, Penggugat melaporkan 

hal ini kepada Tergugat yang memerintahkan Penggugat untuk melaporkan hal ini 

kepada pihak asuransi (Garda Oto). Namun pihak asuransi menolak dengan alasan bahwa 

hal ini adalah penipuan sehingga asuransi tidak bisa di klaim. Kemudian Penggugat 

kembali kantor Tergugat untuk menemui bagian penagihan yang dimana Penggugat 

menyampaikan bahwa mobil tersebut hilang dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian. 

Penggugat juga menyampaikan permohonannya kepada Tergugat untuk memberikan 

keringanan terkait pembayaran angsuran tersebut namun permohonan tersebut di tolak 

oleh Tergugat. Pada akhirnya Tergugat dan Penggugat mengambil keputusan untuk 

mencari bersama-sama mobil tersebut dan bilamana ketemu mobil tersebut maka akan 

Penggugat lunasi angsurannya berikut konsekuensinya. Pada tanggal 12 Desember 2012, 

Penggugat juga mengajukan blokir ke Seksi BPKB Subdit Regident Direktorat lantas 

Polda Metro Jaya.  

Sekitar satu tahun lima bulan lamanya, tiba-tiba datanglah dua orang yang tidak 

dikenal ke rumah Penggugat yang mengaku dari pihak asuransi. Mereka menanyakan 

perihal pemblokiran mobil tersebut. Kedua orang tersebut bertemu dengan orang tua 

penggugta dikarenakan Penggugat pada saat itu tidak berada ditempat. Kedua orang 

tersebut sempat menelepon Penggugat namun tidak memberikan keterangan apapun. 

Keesokan harinya, Orang tua Penggugat mendapat telepon dari polsek Jatiuwung yang 

meminta agar Penggugat datang ke Polsek dikarenakan adanya informasi mengenai 

mobil tersebut. 
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Saat di Polsek, Bapak Iman Santoso (salah satu polisi yang berkerja di Polsek 

Jatiuwung) mengatakan jika kemarin ada dua orang laki-laki yang menanyakan perihal 

mobil Penggugat yang hilang. Dari informasi ke dua orang tersebut, mereka telah 

membeli mobil tersebut sebesar Rp 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dari 

hasil lelang dan tidak dapat membayar pajak dikarenakan telah diblokir oleh Samsat. 

Atas kejadian tersebut, Pihak Polsek Jatiuwung memerintahkan Penggugat untuk 

memastikan hal ini kepada Tergugat. 

Pada tanggal 20 Januari 2014, Penggugat mendatangi tergugat dan mengetahui 

bahwa mobil tersebut tidak dilelang tetapi ada pihak yang melunasi angsuran pokok 

sebesar Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), denda Rp 6.000.000,- (enam juta 

rupiah), totalnya adalah Rp 39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) dan diketahui 

bahwa BPKB mobi tersebut sudah ada yang mengambil dan tidak lagi berada dibawah 

penguasaan Tergugat. 

Pada tanggal 12 Febuari 2014, Penggugat memperoleh surat keterangan mengenai 

pelunasan atas nama DESTA WIDYATAMA sesuai dengan nomor perjanjian kontrak 

01100162000952203 pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 39.000.000,- (tiga puluh 

Sembilan juta rupiah) dari pihak Tergugat. Atas hal ini Penggugat merasa dirugikan 

dikarenakan BPKB Penggugat dialihkan kepada pihak lain karena Penggugat tidak 

pernah merasa telah melunasi maupun memberikan surat kuasa pengambilan BPKB ke 

pihak-pihak lain. 

Setelah serangkaian persidangan dilalui, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Nomor 128/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan 

perbuatan melawan hukum terhadap Pihak Penggugat dan memenangkan pihak 

Penggugat dikarenakan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa 

Tergugat telah mangalihkan BPKB mobil yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat 

kepada pihak lain tanpa persetujuan maupun sepengetahuan Penggugat. 

Yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalh fakta bahwa debitor telah 

menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor. Pada 

kasus yang penulis ambil sebagai contoh, hakim tidak mempertimbangkan tindakan 

debitor tersebut dimana jika andai saja debitor tidak melakukan hal tersebut maka kasus 

ini tidak akan timbul. 
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Mengenai hal ini, penulis telah melakukan wawancara dengan Bapak Dr. S. Atalim 

S.H., M.H. serta Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.Hum. untuk dimintai pendapat 

mereka mengenai kasus dan permasalahan ini. 

Menurut Pak Atalim, tindakan Desta (debitor) yang telah menyewakan objek jaminan 

fidusia kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan PT Astra Sedaya Finance (kreditor) 

merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya, mobil tersebut 

masih milik kreditor hingga debitor melunasi angsurannya.
16 )

 Menurut Pasal 1365 

KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, 

yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”
17)

 

Namun hal ini perlu dipastikan kembali apakah dalam perjanjian terdapat klausul 

yang mengatakan bahwa debitor diperbolehkan untuk menyewakan objek jaminan fidusia 

kepada pihak lain. Jika terdapat klausul yang menyatakan bahwa debitor tidak 

diperbolehkan untuk meyewakan objek jaminan fidusia tersebut maka tindakan debitor 

tersebut merupakan tindakan wanprestasi
18)

 

Salah satu syarat untuk melakukan jaminan fidusia adalah dengan mendaftarkannya, 

jika tidak didaftarkan maka jaminan fidusia tidak lahir. Karena fidusia dalam kasus ini 

tidak di daftarkan maka hubungan jaminan antara debitor dengan kreditor merupakan 

hubungan jaminan biasa atau secara umumnya. Dalam ini, perlindungan hukum yang di 

dapat oleh kreditor hanya sebatas apa yang tertera dalam perjanjian.
19) 

Menurutnya, hakim yang memutus kasus ini kurang memperhatikan kepentingan 

kreditor. Jalan berpikir hakim disini terlalu sederhana dan argumentasi hukum dinilai 

beliau kurang. Hal ini dikarenakan menurut beliau seharusnya terdapat perkara pidana 

bagian penipuan dalam perkara ini. Namun hal ini tidak terjadi karena hakim kurang 

                                                             
16) S. Atalim, Wawancara dengan penulis, Ruang Kelas 404 Fakultas Hukum Universitas 

Tarumanagara, Jakarta, 11 Mei 2018.  

17) Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh 

Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Pasal 1365. 
18) S. Atalim, Op.Cit. 
19) Ibid. 
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mempertimbangkan bagian surat kuasa yang diterima oleh kreditor dan penyewaan yang 

dilakukan oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor. Tetapi dikarenakan ini merupakan 

perkara perdata maka hakim hanya dapat melihat hak dan kewajiban perdata saja. Ruang 

lingkup perkara juga hanya ditentukan oleh para pihak saja. Hal ini dikarenakan hakim 

tidak bisa mengabulkan lebih dari yang terdapat dalam petitum.
20)

 

Sedangkan Menurut Pak Hanafi, tindakan Desta (debitor) yang telah menyewakan 

objek jaminan fidusia kepada pihak ke tiga tanpa sepengetahuan PT Astra Sedaya 

Finance (kreditor) merupakan tindakan perbuatan melawan hukum.
21 )

 Menurut Pasal 

1365 KUHPerdata, perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena 

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”
22 )

 Namun jika dalam 

perjanjian terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitor tidak diperbolehkan untuk 

menyewakan objek jaminan fidusia maka tindakan tersebut merupakan tindakan 

wanprestasi.  

Salah satu syarat untuk melakukan jaminan fidusia adalah dengan mendaftarkannya, 

jika tidak didaftarkan maka jaminan fidusia tidak lahir. Karena fidusia dalam kasus ini 

tidak di daftarkan maka hubungan jaminan antara debitor dengan kreditor merupakan 

hubungan jaminan biasa atau secara umumnya.
 
Hal ini juga berdampak pada kedudukan 

kreditor yang hanya sebatas pada kreditor konkuren, bukan kreditor preferen. Dampak 

dari hal ini adalah kreditor yang tidak memiliki hak eksekusi dan hanya dapat menggugat 

ke pengadilan negeri atas utang piutang apabila debitor lalai melakukan kewajibannya 

untuk membayar angsuran kepada kreditor.
23) 

Menurutnya, dalam kasus ini, walaupun debitor telah melakukan perbuatan melawan 

hukum (Jika dalam perjanjian tidak terdapat klausul yang mengatakan debitor dapat 

menyewakan objek jaminan fiduisa ke pihak lain) atau pun wanprestasi (Jika dalam 

perjanjian terdapat klausul yang mengatakan debitor dapat menyewakan objek jaminan 

                                                             
20) Ibid. 
21) Hanafi Tanawijaya, Wawancara dengan penulis, Ruang Dosen Fakultas Hukum Universitas 

Tarumanagara, Jakarta, 11 Mei 2018. 
22) Indonesia, Op.Cit., Pasal 1365. 
23) Hanafi Tanawijaya, Op.Cit. 
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fiduisa ke pihak lain), namun ia tetap beritikad baik untuk membayar sisa angsuran, 

sedangkan kreditor telah melakukan penggelapan karena telah menerima pembayaran 

dari pihak ke tiga dan menyerahkan BPKB mobil, yang merupakan objek jaminan, tanpa 

sepengetahuan debitor. Putusan hakim yang memenangkan debitor dinilai sudah adil.
24)

 

Ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata Cara Pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia dimana pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan 

bahwa: 

“Permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan 

sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan 

fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia 

diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada menteri.”
25)

 

 

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: 

“Permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagainana dimaksud dalam 

Pasal 2 memuat: 

a. identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia; 

b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat keduduakn 

notaris yang membuat akta jaminan fidusia; 

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.”
26

 

Pasal 5 Ayat (1) dan (2) memberikan penjelasan bahwa: 

“(1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memnuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti 

pendaftaran. 

(2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. nomor pendaftaran; 

                                                             
24) Ibid. 
25) Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2051 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5691), Pasal 2 ayat (1). 
26) Ibid, Pasal 3. 
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b. tanggal pengisian aplikasi; 

c. nama pemohon; 

d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia; 

e. jenis permohonan; dan 

f. biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.”
27)

 

 

Mengenai lahirnya jaminan fidusia maka Pasal 7 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa 

jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminna fidusia dicatat 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan sertifikat jaminan fidusia 

ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftraran Fidusia.
28)

 Pasal 

6 ayat (2) yang dimaksud diatas mengatakan bahwa Pendaftaran jaminan fidusia dicatat 

secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan 

fidusia.
29)

 

Namun dalam kasus ini, jaminan fidusia tidak didaftarkan seperti yang seharusnya 

dilakukan. Hak kebendaan dari jaminan fidusia baru lahir sejak dilakukan pendaftaran 

pada kantor pendaftaran fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya sertifikat 

jaminan fidusia. Konsekuensi yuridis dari tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah 

perjanjian jaminan fidusia bersifat perseorangan (persoonlijke karakter).
30 )

 Karakter 

kebendaan seperti droit de suite dan hak preferensi juga tidak melekat pada kreditur 

penerima jaminan fidusia.
31)

 

Dalam hal seperti ini dimana perjanjian jaminaan fidusia tidak didaftarkan maka 

jaminan ini hanyalah jaminan umum. Jika dilihat secara yuridis maka sebenarnya debitor 

diperbolehkan untuk menyewakan objek jaminan fidusia tersebut. Namun hak untuk 

menyewakan tersebut tentu saja datang dengan batasan-batasan sendiri sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati. 

Di PT Astra sedaya Finance, terdapat dua kemungkinan terjadinya proses 

pembiayaan: 

                                                             
27) Ibid, Pasal 5 ayat (1) dan (2). 
28) Ibid, Pasal 7 ayat (1) dan (2). 
29) Ibid, Pasal 6 ayat (2). 
30) Ibid., hal. 30. 
31) Ibid., hal. 213. 
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a. Inisiatif dari Pihak Dealer yang sudah menjadi rekanan 

b. Inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen, dalam 

hal ini PT Astra Sedaya Finance adalah konsumen itu sendiri. Konsumen telah 

menetapkan daftar unit mobil yang diinginkan beserta harganya berdasarkan 

penawaran dari dealer sebelum menghubungi perusahaan tersebut.
32)

 

Setelah itu konsumen kemudian mengisi form aplikasi yang telah disediakan oleh PT 

Astra Sedaya Finance yang akan diadakan kelayakan konsumen dan akan diminta 

kelengkapan dokumen-dokumen lainnya. Kelayakan tersebut harus melaui proses survey, 

verifikasi dan validitas data yang ada.
33)

 

Kemudian hasil analisa dari dokumen-dokumen dan wawancara di proses dengan 

DSO (Data Operating System). Hal ini akan menentukan apakah konsumen tersebut 

layak untuk mendapatkan keputusan kredit dari KASA (Kredit Analis Satu Atap). 

Keputusan tersebut kemudian diserahkan kepada Credit Admin untuk mencetak 

Purchasing Order dan akan dimintakan tanda tangan pejabat yang berwenang, yaitu 

Representative Office Head. Kemudian Purchasing Order dan surat pernyataan BPKB 

akan dikirimkan ke Dealer. Setelah itu Credit Admin akan menerima berkas dokumen 

penagihan, nomor rangka, nomor gesek mesin, kuitansi pembayaran pertama, kuitansi 

pelunasan, berita acara serah terima, dan lain-lain dari Dealer. Pada saat yang bersamaan 

juga menginput data kendaraan dan data kontrak konsumen untuk ditanda tangani oleh 

pimpnan lembaga pembiayaan dan kemudian akan diserahkan kembali kepada Credit 

Admin untuk menyerahkannya kepada Document Custodian yang selanjutnya akan 

disebar ke Finance Head Office, konsumen yang bersangkutan, Dealer, asuransi, dan 

lain-lain. Setelah semua proses diatas dijalankan, maka kreditor akan menyerahkan mobil 

kepada debitor yang sekaligus sebagai jaminan bagi kreditor.
34)

 

Terdapat dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum prevetif dan 

perlindungan hukum represif. 

                                                             
32) Chintia Nandy Yunike, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan 

Fidusia Terkait dengan Penyalahgunaan Objek Jaminan oleh Debitur”, (Thesis S2, Universitas 

Indonesia, 2010), hal. 56. 
33) Ibid. 
34) Chintia Nandy Yunike, Op.Cit., hal. 56. 
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A. Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk 

mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 

mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. 

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang 

didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum 

yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil 

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan 

khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 35 )
 Dibandingkan dengan sarana 

perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam 

perkembangannya agak ketinggalan. Namun akhir-akhir ini disadari pentingnya 

sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan asas “freies 

ermessen.” (discretionaire bevoegdheid). Pada tahun 1975, diadakan sebuah 

penelitian tentang “The Protection of the Individual in relation to Acts of 

Administrative Authorities” oleh tim dari Council of Europe (Conseil De 

L’Europe).
36)

 

Menurut penelitian tersebut, arti penting dari “the right to be heard” adalah: 

1. Individu yang terkena tindak pemerintahan dapat mengemukakan hak-haknya 

dan kepentingannya. 

2. Cara demikian menunjang suatu pemerintahan yang baik (good administration) 

dan dapat ditumbuhkan suasana saling percaya antara yang memerintah dan yang 

diperintah.
37)

 

Dengan kata lain “the right to be heard” mempunyai tujuan ganda, yaitu menjamin 

keadilan dan menjamin suatu pemerintahan yang baik. Meskipun hak untuk banding 

terhadap tindak pemerintahan diakui, namun “the right to be heard” rasanya lebih 

bermanfaat karena andaikata hanya diakui hak untuk minta banding, kemungkinan 

terjadi bahwa dengan berlalunya waktu, maka semakin sulit untuk mengumpulkan 

                                                             
35) Anonim, “Perlindungan Hukum”, www.suduthukum.com, 11 Juni 2018. 
36) Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang 

Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 

Pembentukan Peradilan Administrasi)”, (Surabaya: Peradaban, 2007), hal. 3. 
37) Ibid., hal. 4. 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
http://www.suduthukum.com/
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bukti-bukti dan saksi-saksi relevan. Selain itu, dengan adanya hak untuk didengar, 

kemungkinan terjadinya sengketa dapat dikurangi.
38)

 

B. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi 

di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum 

terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
39)

 Dalam garis besar 

system hukum di dunia modern terdiri atas dua system induk, yaitu “Civil Law 

System” dan “Common Law System”. Sistem hukum yang berbeda melahirkan 

perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat. 

Negara dengan “Civil Law System” (Indonesia) mengakui adanya dua set pengadilan, 

yaitu pengadilan umum (di Indonesia disebut Pengadilan Negeri) dan pengadilan 

administrasi (di Indonesia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara). Sedangkan 

negara-negara dengan “Common Law System” hanya mengenal satu set pengadilan 

yaitu “ordinary court”. Di samping kedua system tersebut, negara-negara 

Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi 

rakyat yang dikenal dengan nama “ombudsman”.
40)

 

Di Indonesia terdapat berbagai badan yang secara partiil menangani perlindungan 

hukum bagi rakyat. Rochmat Soemitro mengelompokkannya menjadi tiga badan, 

yaitu: 

1. Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (disingkat peradilan umum) 

2. Instandi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi 

3. Badan-badan khusus
41)

 

Dalam kasus ini, terdapat dua macam perlindungan hukum yang didapat oleh PT 

Astra Sedaya Finance selaku kerditor dikarenakan Bapak Desta Widyatama selaku 

                                                             
38) Ibid. 
39) Anonim, Op.Cit. 
40) Ibid., hal. 5. 
41) Ibid., hal. 10. 

http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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debitor telah menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuannya. Jika 

dilihat dari segi perlindungan hukum preventif, maka pada perjanjian antara debitor 

dengan kreditor tersebut dicantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitor tidak 

diperbolehkan untuk menyewakan objek jaminan tanpa sepengetahuan ataupun tanpa 

seizin pihak kreditor. Selanjutnya, jaminan fidusia tersebut diharuskan untuk didaftarkan 

ke Kantor Pendaftraran Jaminan Fidusia.  

Sedangkan perlindungan hukum represif yang didapat oleh kreditor adalah untuk 

mengajukan gugatan terhadap debitor. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri 

domisili debitor dimana selanjutnya kreditor dapat pula mengajukan banding ke 

Pengadilan Tinggi hingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini 

putusan hakim berkuatan tetap dan dapat dieksekusi sehingga bersifat memaksa dan para 

pihak harus melaksanakannya. 

Dari penjelasan diatas, telah diketahui bahwa sebarnya jaminan fidusia pada putusan 

Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2016 tidak pernah ada karena dari awal jaminan 

tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal ini menyebabkan 

jaminan tersebut hanya sebatas jaminan pada umumnya. Oleh karena itu, selanjutnya 

akan dibahas sekilas mengenai jaminan pada umumnya. 

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law, 

zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten. Sehubungan dengan pengertian hukum 

jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. 

Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur 

tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitur. 

Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah 

keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi 

dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit.
42)

 

                                                             
42)

 Ibid. 
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Intinya, hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan 

hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai 

akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda 

atau orang tertentu). Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan 

hukum terhadap kreditor sebagai pihak pemberi utang saja, melainkan juga 

mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pihak penerima utang. 

Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya mengatur hak-hak kreditor yang 

berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur 

hak-hak kreditor dan hak-hak debitur berkaitan dengan jaminan pelunasan utang 

tertentu tersebut.
43)

 

Ketentuan mengenai jaminan dapat ditemukan dalam KUHPerdata. Secara 

rinci materi kandungan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam 

Buku II KUH Perdata tersebut, sebagai berikut:
44)

 

1. Bab XIX Tentang Piutang-Piutang Diistimewakan (Pasal 1131 sampai dengan 

Pasal 1149); Bagian Kesatu tentang Piutang-Piutang yang Diistimewakan 

Pada Umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138); Bagian Kedua 

tentang Hak-Hak Istimewa yang Mengenai Benda-Benda Tertentu (Pasal 

1139 sampai dengan Pasal 1148); Bagian Ketiga tentang Hak-Hak Istimewa 

atas Semua Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak Pada Umumnya 

(Pasal 1149);  

2. Bab XX Tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 1161 

dihapuskan);  

3. Bab XXI Tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232); Bagian 

Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 

1178); Bagian Kedua tentang Pembukuan-Pembukuan Hipotek Serta Bentuk 

Caranya Pembukuan (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194); Bagian Ketiga 

                                                             
43)

 Ibid, hal. 1-2. 
44)

 Ibid, hal. 4. 
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tentang Pencoretan Pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197); 

Bagian Keempat tentang Akibat-Akibat Hipotek Terhadap Orang-Orang 

Ketiga yang Menguasai Benda yang Dibebani (Pasal 1198 sampai dengan 

Pasal 1208); Bagian Kelima tentang Hapusnya Hipotek (Pasal 1209 sampai 

dengan Pasal 1220); Bagian Keenam tentang Pegawai-pegawai yang 

Ditugaskan Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab PegawaiPegawai yang 

Ditugaskan Menyimpan Hipotek dan Hal Diketahuinya Register-Register oleh 

Masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232). 

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, 

maka pembebanan hipotek atas hak atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah tidak lagi menggunakan lembaga dan ketentuan hipotek 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata. 

Sementara itu pembebanan hipotek atas benda-benda tidak bergerak lainnya 

selain hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, hipotek 

kapal laut misalnya, tetap menggunakan lembaga dan ketentuan-ketentuan 

hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH 

Perdata.
45)

 

Selain mengatur jaminan hak kebendaan, dalam KUH Perdata diatur pula 

mengenai jaminan hak perseorangan, yaitu penanggungan utang (borgtocht) dan 

perikatan tanggung-menanggung. Jaminan hak perseorangan dalam Buku III 

KUH Perdata, yaitu pada Titel Ketujuh Belas dengan judul “Penanggungan 

Utang”, yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pasal-pasal 

tersebut mengatur mengenai pengertian dan sifat penanggungan utang, akibat-

akibat penanggungan utang antara debitur (yang berutang) dan penjamin 

(penanggung) utang serta antara para penjamin utang dan hapusnya 

penanggungan utang. Secara rinci kandungan materi yang terdapat dalam Pasal 

                                                             
45)

 Ibid, hal. 5. 
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1820 sampai dengan Pasal 1850 Titel Ketujuh Belas Buku III KUH Perdata 

sebagai berikut:
46)

 

Bab Ketujuh Belas tentang Penanggungan Utang 

1. Bagian Kesatu tentang Sifat Penanggungan (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 

1830);  

2. Bagian Kedua tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur dan 

Penanggung 3. Utang (Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1838);  

3. Bagian Ketiga tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur dan 

Penanggung Utang dan Antara Para Penanggung Utang Sendiri (Pasal 1839 

sampai dengan Pasal 1844);  

4. Bagian Keempat tentang Hapusnya Penanggungan Utang (Pasal 1845 sampai 

dengan Pasal 1850). 

Selain itu di dalam Buku III KUH Perdata juga diatur mengenai jaminan hak 

perseorangan lainnya, yaitu:
47)

 

1. Perikatan Tanggung-menanggung (Perikatan Tanggung Renteng) 

sebagaimana diatur dalam Titel Kesatu Bagian Kedelapan dari Pasal 1278 

sampai dengan Pasal 1295 di bawah judul "tentang Perikatan-Perikatan 

Tanggung Renteng atau Perikatan-Perikatan Tanggung-menanggung";  

2. Perjanjian Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUH Perdata. 

Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum jaminan dalam KUH Perdata 

tidak hanya bersumber kepada Buku II, melainkan juga bersumber kepada Buku 

III, yaitu mengatur hak jaminan kebendaan dan hak jaminan perseorangan.
48)

 

Pengaturan hukum jaminan juga terdapat di luar KUH Perdata, sehingga 

tempat pengaturan hukum jaminan berada di dalam dan di luar KUH Perdata, 

                                                             
46)

 Ibid. 
47)

 Ibid, hal. 5-6. 
48)

 Ibid, hal. 6. 
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termasuk dalam KUH Dagang. Dengan demikian sumber pengaturan hukum 

jaminan terdapat dalam KUH Perdata dan beberapa peraturan perundang-

undangan di luar KUH Perdata, di samping yang mengacu kepada ketentuan 

dalam hukum adat.
49)

 

Buku II KUH Perdata mengatur mengenai jaminan kebendaan, yang meliputi 

piutang-piutang yang diistimewakan (Bab XIX), tentang gadai (Bab XX), dan 

tentang hipotek (Bab XXI). Adapun Buku III KUH Perdat mengenai jaminan 

perseorangan, yaitu penanggungan utang (borgtocht) (Bab XVII). Di luar KUH 

Perdata, pengaturan hukum jaminan antara lain dijumpai dalam:
50)

 

1. KUH Dagang;  

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.  

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;  

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan:  

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;  

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;  

8. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Pada prinsipnya pengaturan hukum jaminan yang termuat dalam KUH Perdata 

menganut sistem tertutup (closed system), dalam arti jaminan kebendaan diatur secara 

limitatif dan tidak enunsiatif, di mana seseorang tidak dapat secara bebas menciptakan 

hak jaminan kebendaan. Penciptaan hak jaminan kebendaan hanya dapat dilakukan 

dengan atau melalui penunjukan undang-undang atau yurisprudensi. Di luar Buku II 

KUH Perdata dapat di hak jaminan kebendaan baru yang diciptakan pembentuk undang-

undang, sen credietverband, oogstverband, Hak Tanggungan dan Fidusia. Khusus untuk 

Fidusia juga tumbuh dan berkembangnya didasarkan pada yurisprudensi. Dengan 

                                                             
49)

 Ibid, hal. 23. 
50)

 Ibid, hal. 23-24. 
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dianutnya asas tertutup oleh Buku II KUH Perdata, maka kita tidak dapat 

memperjanjikan hak jaminan kebendaan di luar dari Buku II KUH Perdata.
51)

 

Karena Buku II KUH Perdata menganut “sistem tertutup”, maka ketentuan-

ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUH Perdata bersifat memaksa, artinya 

harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh disimpangi dengan mengadakan ketentuan 

baru mengenai hak-hak kebendaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga adanya 

kepastian hukum. Sifat absolut dari hak kebendaan ini merupakan salah satu ciri 

hak kebendaan, yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati hak 

tersebut.
52)

 

Berbeda dengan pengaturan hukum perikatan yang termuat dalam Buku III 

KUH Perdata menganut sistem terbuka (open system), dalam arti, siapa saja dapat 

membuat perjanjian, baik sudah dikenal di dalam Buku III KUH Perdata maupun 

perjanjian baru di luar Buku III KUH Perdata. Sehubungan dengan itu dalam 

kaitan dengan sistem terbuka yang dianut oleh Buku III KUH Perdata, maka 

dianutlah asas, siapa saja atau setiap orang (masyarakat luas) diberikan kebebasan 

untuk membuat atau mengadakan perjanjian dengan siapa saja, bagaimana bentuk 

dan isinya, serta apa yang diperjanjikan, sepanjang perjanjian dimaksud dibuat 

tidak melawan hukum dan berlawanan dengan kepatutan, kesusilaan, dan 

ketertiban umum.
53)

 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu 

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam hal perlindungan 

hukum preventif, kreditor dapat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor 

pendaftaran fidusia sehinga kreditor mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan 

                                                             
51)

 Ibid, hal. 26. 
52)

 Ibid. 
53)

 Ibid. 
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UUJF, selanjutnya kreditor juga dapat mencantumkan klausul yang berbunyi bahwa 

debitor tidak diperbolehkan menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tana 

sepengetahuan kreditor. Sedangkan perlindungan hukum represif yang didapat oleh 

kreditor adalah hak untuk menggugat debitor. Dalam hal ini kreditor dapat menggugat 

debitor ke pengadilan negeri dimana debitor berdomisili. 

 

B. Saran 

Kreditor perlu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran jaminan 

fidusia dan mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitor tidak diperbolehkan 

menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditor. Hal ini 

dipenting untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerugian pada pihak kreditor. 
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